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Abstract: Perception Government Officials at Entrepreneurial Bureaucratic. The purpose of this
study is to investigate and perception and attitudes shown on entrepreneurial bureaucratic
government officials in the District Oebobo Kupang in East Nusa Tenggara Province. This research
was conducted using qualitative research by trying to construct reality and understand its meaning.
The data analysis technique used is the analysis of Miles and Huberman model data comprising data
reduction, presentation of data, and conclusion. The results showed the perceptions and attitudes
of bureaucratic officials Kupang District of Oebobo pretty good. Perception and their attitude is
based on several aspects, namely age, years of service, rank, level of education and educational
hierarchy, as well as the workload demands beraucracy street level which serves as the spearhead of
government as direct contact with the public.

Abstrak: Persepsi Pejabat Birokrasi tentang Entrepreneurial Government. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap yang ditunjukkan pejabat birokrasi tentang
entrepreneurial government di Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan berusaha mengkonstruksi realitas
dan memahami maknanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan
Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
persepsi dan sikap para pejabat birokrasi Kecamatan Oebobo Kota Kupang cukup baik. Persepsi dan
sikap mereka ini didasari oleh beberapa aspek, yaitu umur, masa kerja, kepangkatan, tingkat pendidikan
dan penjenjangan pendidikan, disamping tuntutan beban tugas sebagai street level beraucracy yang
berfungsi sebagai ujung tombak pemerintahan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
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PENDAHULUAN
Model birokrat yang secara langsung ber-

pengaruh pada gaya pemerintahan yang berjalan
selama ini kurang responsif dan tidak peka ter-
hadap tuntutan perubahan, aspirasi dan dinamika
yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengakibat-
kan tingkat kepercayaan rakyat terus menurun
terhadap integritas pemerintah. Begitu urgennya
kesadaran dan pemahaman para pejabat birok-
rasi untuk mengetahui dan memahami berbagai
paradigma penyelenggaraan pemerintahan mo-
dern dan menjadikannnya landasan berpijak
untuk mengadakan reformasi birokrasi pemerin-
tahan di semua tingkatan. Tingkat kepercayaan
rakyat pada integritas pemerintahanpun mulai
dipertanyakan dan menunjukkan gejala penuru-
nan dengan banyaknya bentuk ekspresi ketidak-
puasan rakyat seperti main hakim sendiri, de-
monstrasi, protes, kecaman, caci maki terhadap
birokasi pemerintah bahkan ada sebagian daerah
berkeinginan untuk berpisah dari Indonesia.

Pemerintah Kota Kupang sudah saatnya
mereposisi peranannya menjadi birokrasi publik

yang memiliki akuntabilitas, responsif, inovatif dan
profesional serta berjiwa entreprenuer, dengan
mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan wira-
usaha menurut teori Osborne dan Gaebler. Ber-
tolak dari latar belakang tersebut, betapa pen-
ting dan urgennya kesadaran dan pemahaman
yang harus dimiliki oleh setiap pejabat untuk
mengetahui dan memahami berbagai paradigma
penyelenggaraan pemerintahan modern dan men-
jadikannya sebagai landasan berpijak untuk
mengadakan reformasi birokrasi pemerintahan
di semua tingkatan, maka perlu dilakukan suatu
penelitian tentang persepsi dari pejabat birokrasi
dalam menerima dan memahami ide serta para-
digma baru penyelenggaraan pemerintahan untuk
mereformasi birokrasi dalam menyelenggarakan
otonomi daerah untuk mewujudkan good go-
vernance.

Persepsi adalah suatu kegiatan kognitif da-
lam proses pembentukan pengetahuan. Bebe-
rapa konsep tentang persepsi yang dikemukakan
oleh ahli. Krech dalam Zulfadli (1992) menge-
mukakan bahwa persepsi adalah suatu proses
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kognitif yang kompleks dan yang menghasilkan
suatu gambar yang unik tentang kenyatan yang
barang kali sangat berbeda dari kenyataannya.
Selanjutnya Krech dan Crutchfield dalam Rakhmat
(1991) juga mengungkapkan bahwa ada dua
faktor utama yang menjelaskan tentang persepsi
yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek atau
gagasan. Pertama faktor struktural berhubungan
dengan kajian psikologi dan berasal semata-mata
dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang
ditimbulkannya pada sistem saraf. Kedua, faktor
fungsional yaitu faktor personal yang berasal dari
dalam diri individu seseorang yang diwujudkan
dalam bentuk karakteristik pribadi.

Tahap terakhir dari proses persepsi ialah
bertindak sehubungan dengan apa yang telah
diserap. Hal ini dilakukan biasanya apabila se-
seorang berbuat sesuatu sehubungan dengan
persepsinya. Misalnya seseorang dapat bertin-
dak positif maupun negatif tergantung kepada
baik dan buruk persepsi yang telah terbentuk
tersebut. Tindakan ini bisa tersembunyi dan bisa
terbuka. Tindakan tersembunyi berupa pemben-
tukan pendapat dan sikap, sedangkan bentuk
tindakan yang terbuka berupa tindakan nyata
sehubungan dengan persepsi (Pareek, 1996).

Osborne dan Gaebler (1996) mencoba un-
tuk menemukan kembali pemerintahan dengan
mengembangkan konsep pemerintahan yang
bergaya wirausaha. Esensi dasar yang sangat
strategis dari pemikiran Osborne dan Ted ter-
sebut berkaitan erat dengan birokrasi pemerin-
tahan yang tidak lagi berorientasi pada budaya
sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apa-
tistik melainkan pada desentralisasi pember-
dayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demo-
kratisasi. Fungsi pemerintahan yang modern
strateginya harus diarahkan pada daya dukung
dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam proses kebijakan, penyele-
nggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pem-
bangunan.

Penyelenggaraan pelayanan publik pada
umumnya lebih sering menggunakan mekanisme
administratif daripada mekanisme pasar. Me-
kanisme administratif seringkali memiliki banyak
kelemahan seperti mahal, lamban dan tidak ber-
kualitas. Sebaliknya mekanisme pasar karena

sifatnya yang terbuka dan kompetitif cenderung
lebih berhasil dalam menyediakan pelayanan
yang murah, responsif dan inovatif. Orientasi
terhadap pasar harus diikuti dengan perhatian
yang lebih besar terhadap pengembangan alter-
natif sumber pelayanan dari masyarakat terutama
kegiatan voluntir. Idenya di sini membangun ke-
seimbangan antara birokrasi, pasar dan mas-
yarakat (Dwiyanto, 1996).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui persepsi dan sikap yang ditunjukkan
pejabat birokrasi tentang entrepreneurial go-
vernment di Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE
Penelitian dilakukan dengan metode kuali-

tatif. Gaya penelitian kualitatif berusaha meng-
konstruksi realitas dan memahami maknanya.
Penelitian kualitatif biasanya sangat memper-
hatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer data sekunder. Data primer berupa
teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wa-
wancara dengan informan penelitian dan dalam
hal ini adalah Camat Oebobo, para Lurah se-
Kecamatan Oebobo dan masyarakat pemerhati
birokrasi. Data sekunder berupa data-data yang
sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti de-
ngan cara membaca, melihat atau mendengarkan
yang berhubungan dengan persepsi dan sikap
pejabat birokrasi tentang ide-ide entrepreneu-
rial government.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi pejabat birokrasi dapat dijelaskan

melalui umur, masa kerja, kepangkatan, tingkat
pendidikan dan penjenjangan pendidikan dari
pejabat dimaksud.
a. Umur; berdasarkan kelompok umur, terdapat

sebanyak 16 (enam belas) orang berumur 30-
40 tahun., 17 (tujuh belas) orang berumur 41-
50 tahun dan 15 (lima belas) orang berumur
51-58 tahun, yang berdasarkan data pene-
litian bahwa para pejabat birokrasi seluruh-
nya berumur di atas 30 tahun dan berdomisili
di ibukota Provinsi, dari seluruh pejabat bi-
rokrasi yang ada memiliki persepsi yang cu-
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kup baik terhadap ide entrepreneurial  go-
vernment yang mereka dengar dan pahami
melalui  media massa, buku maupun lewat
jalur pendidikan.

b. Masa Kerja; berdasarkan masa kerja, dari
48 (empat puluh delapan) pejabat birokrasi
terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang yang
memiliki masa kerja di atas 10 tahun, dan ber-
dasarkan data penelitian bahwa ke-37 pe-
jabat dimaksud sudah mengetahui dan pernah
mendengar tentang entrepreneurial govern-
ment baik melalui massa media, buku-buku,
diskusi sesama pegawai, pengarahan pim-
pinan serta melalui kegiatan-kegiatan so-
sialisasi/pelatihan yang pernah dilaksanakan.

c. Kepangkatan; berdasarkan kepangkatan,
sebaran terbanyak berada pada golongan III-
c dan III-d masing-masing sebanyak 19
(sembilan belas) orang, golongan III-d
sebanyak 9 (sembilan) orang dan golongan
IV-a sebanyak 1 (satu) orang. Beban tugas
sebagai pejabat yang langsung bersentuhan
dengan masyarakat sehingga para pejabat
termotivasi untuk meningkatkan wawasan
dan pengetahuannya tentang banyak hal
terutama yang berkaitan dengan paradigma
pemerintahan entrepreneurial government.
Rata-rata para pejabat birokrasi cukup me-
mahami ide entrepreneurial government.

d. Tingkat Pendidikan dan Penjenjangan Pen-
didikan; berdasarkan tingkat pendidikan,
dimana ternyata masih terdapat 17 (tujuh
belas) orang berpendidikan SLTA, 30 (tiga
puluh) orang berpendidikan S-1 dan hanya
1 (satu) orang berpendidikan S-2, artinya
terdapat sebanyak 35 % (berpendidikan
SLTA) yang tidak mengetahui dan sisanya
65% sudah mengetahui entrepreneurial go-
vernment. Selanjutnya berdasarkan jenjang
pendidikan, terdapat 1 (satu) orang yang
sudah mengikuti Pim III dan 11 (sebelas)
orang yang sudah mengikuti Pim IV, se-
dangkan 36 (tiga puluh enam) orang belum
mengikuti Pim IV. Bagi yang sudah melak-
sanakan Pim III rata-rata sudah mengerti
entrepreneurial government karena hal ter-
sebut adalah salah satu materi pelajaran yang
diajarkan. Sedangkan sebanyak 47 orang

(baik sudah maupun belum mengikuti Pim IV)
belum mengetahui.
 Selanjutnya persepsi dan sikap pejabat

birokrasi tentang entrepreneurial government
berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan wira-
usaha Osborne dan Gaebler adalah sebagai
berikut:
1. Pemerintahan Katalis (Mengarahkan Ketimbang

Mengayuh);
Berdasarkan observasi lapangan bahwa sam-
pai dengan keadaan sekarang ini Pemerintah
Kota Kupang belum pernah membuat ke-
bijakan dalam program yang menganut prinsip
pemerintahan katalis.

2. Pemerintahan Milik Masyarakat (Memberi
Wewenang Ketimbang Melayani);
Pola pemerintahan yang dijalankan selama ini
di Kota Kupang khususnya di Kecamatan
Oebobo lebih cenderung melakukan kontrol
terhadap masyarakat dari pada memberikan
wewenang kepada masyarakat untuk me-
ngontrol jalanya proses pelayanan publik.

3. Pemerintahan yang Kompetitif (Menyuntik-
kan Persaingan ke dalam Pemberian Pelayanan);
Pemerintah belum menyuntikan semangat
kompetisi pada tiap satuan kerja yang ada,
hal ini disebabkan belum ada regulasi maupun
kompetitor yang bisa memacu kompetisi.
Yang hadir justru nuansa prosedur pelayanan
publik yang bertingkat.

4. Pemerintahan yang Digerakkan Misi (Me-
ngubah Organisasi yang Digerakkan Pera-
turan);
Prinsip ini mengamanatkan agar ada meka-
nisme untuk tidak mensakralkan peraturan
seperti sunset law (undang-undang matahari
terbenam) dan adanya review commissions
(komisi peninjau) terhadap pembatasan
waktu berlakunya sebuah peraturan. Akan
tetapi sampai saat ini belum ada implementasi
riil yang telah dijalankan.

5.  Pemerintahan Berorientasi pada Hasil;
Dari data yang dikumpulkan di lapangan,
prinsip ini telah dijalankan, yaitu dengan pe-
nerapan  sistem insentif berdasarkan pada
kinerja dari dinas maupun kinerja pegawai.

6.  Pemerintahan Berorientasi Pelanggan;
Prinsip ini telah dijalankan dengan cukup
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baik, yaitu ada mekanisme yang diatur oleh
pemerintah untuk mendengarkan suara dan
keluhan masyarakat. Hasil dari suara dan ke-
luhan masyarakat kemudian ditindaklanjuti
dalam bentuk kebijakan dan program.

7.  Pemerintahan Wirausaha;
Pada prinsip ini pemerintah belum menjalan-
kan karena sampai saat ini belum ada prog-
ram atau terobosan yang bersifat wirausaha
dalam memberikan kontribusi yang signifikan
bagi peningkatan PAD.

8. Pemerintahan yang Antisipatif;
Pemerintah yang antisipatif sudah dijalankan
dengan penerapan manajemen strategis da-
lam kebijakan, program dan kegiatan seperti
penyusunan rencana strategis di setiap unit
organisasi.

9. Pemerintahan Desentralisasi;
Pemerintah sudah melakukan pengembangan
organisasi yang lebih flat, matriks dan team
work yang dilakukan pemda terutama dalam
penyusunan struktur organisasi pemda.

10.Pemerintahan Berorientasi Pasar;
Pemerintah belum menjalankan kebijakan dan
program yang benar-benar berorientasi pada
kebutuhan pasar. Yang terjadi adalah roda
pemerintah berjalan apa adanya, jika masya-
rakat membutuhkan pelayanan, maka masya-
rakat yang datang dan mencari pelayanan,
bukan pemerintah menyiapkan kebutuhan
dan masyarakat tinggal memilih dan kemudian
dilayani.
Ditemukan bahwa dari 10 prinsip pemerin-

tahan entrepreneurial government oleh
Osborne dan Gaebler hanya empat prinsip yang
sudah diimplementasikan pemerintah Kota
Kupang khusunya kecamatan Oebobo, yaitu
pemerintahan berorientasi pada hasil, peme-
rintahan berorientasi pelanggan, pemerintahan
yang antisipatif dan pemerintahan desentralisasi.
Dari keempat prinsip ini menurut para pejabat
birokrasi yang diwawancarai, sudah dijalankan
dengan cukup baik. Pada masa datang tinggal
diperluas dengan menerapkan 6 prinsip yang lain
secara baik, agar good governance dapat ter-
laksana dengan baik di wilayah Kota Kupang
khususnya di Kecamatan Oebobo.

SIMPULAN
Persepsi dan sikap para pejabat birokrasi

Kecamatan Oebobo Kota Kupang cukup baik.
Persepsi dan sikap mereka ini didasari oleh be-
berapa aspek, yaitu umur, masa kerja, ke-
pangkatan, tingkat pendidikan dan penjenjangan
pendidikan, disamping tuntutan beban tugas
sebagai street level beraucracy yang berfungsi
sebagai ujung tombak pemerintahan karena la-
ngsung bersentuhan dengan masyarakat. Se-
lanjutnya diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan
Oebobobaru melaksanakan empat prinsip en-
trepreneurial government, yaitu pemerintahan
berorientasi pada hasil, pemerintahan ber-
orientasi pelanggan, pemerintahan yang an-
tisipatif, dan pemerintahan desentralisasi.
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